
 

 
 

 
 

 

Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 3, Number 3, 2026, Page: 1-10 

 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice 

Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Ekosistem 

Ekonomi Digital: Tinjauan terhadap Praktik Monopoli 

Marketplace 

Crani Surya Chandra*, Michelle Bethany Mamio Gultom, Sri Handayani 

Universitas Sriwijaya 

 

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam aktivitas perdagangan, 

khususnya melalu kehadiran digital marketplace sebagai platform yang memfasilitasi transaksi secara daring. Di sisi lain, 

pertumbuhan platform ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi monopoly practice yang dapat memengaruhi 

competition law dan menciptakan ketidaksembangan dalam struktur pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

aspek hukum persaingan usaha dalam ekosistem ekonomi digital dengan meninjau potensi praktik monopoli pada digital 

marketplace serta dampaknya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach), yang didukung oleh studi kepustakaan dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model bisnis digital marketplace memiliki kecenderungan menciptakan dominasi pasar 

melalu penguasaan data pengguna, efek jaringan (network effects), serta kontrol terhadap sistem transaksi dan algoritma 

platform. Kondisi ini berpotensi memunculkan monopoly practice apabila tidak diawasi secara efektif. Selain itu, 

keberadaan platform digital memberikan manfaat bagi UMKM dalam memperluas akses pasar, namun juga menimbulkan 

ketergantungan terhadap kebijakan platform. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan penguatan regulasi 

dan pengawasan dalam kerangka competition law untuk menjaga kesembangan antara inovasi digital dan persaingan 

usaha yang sehat dalam ekosistem ekonomi digital. 
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Abstract: The development of digital technology has driven significant transformation in 

trade activities, particularly through the emergence of digital marketplaces as platforms 

that facilitate online transactions. However, the rapid growth of these platforms has also 

raised concerns regarding the potential for monopoly practices that may affect competition 

law and create imbalances in market structures. This study aims to analyze the legal aspects 

of business competition within the digital economy ecosystem by examining the potential 

for monopoly practices in digital marketplaces and ther impact on Micro, Small, and 

Medium Enterprises (MSMEs). The research employs a normative legal method using both 

statute and conceptual approaches, supported by a literature review of relevant academic 

sources. The findings indicate that the digital marketplace business model tends to create 

market dominance through the control of user data, network effects, and authority over 

transaction systems and platform algorithms. Such conditions may lead to monopoly 

practices if not properly supervised. Furthermore, while digital platforms provide 

significant benefits for MSMEs in expanding market access, they also create a degree of 

dependency on platform policies. This study concludes that strengthening regulation and 

supervision within the framework of competition law is essential to maintain a balance 

between digital innovation and fair business competition in the digital economy ecosystem. 
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Pendahuluan 

Peorkeombangan teoknooloogi infoormasi dan koomunikasi teolah meondooroong transfoormasi 

beosar dalam sisteom peordagangan gloobal, teormasuk di Indooneosia. Aktivitas peordagangan 

yang seobeolumnya dilakukan seocara koonveonsioonal kini seomakin beoralih keo platfoorm digital 

meolalu beorbagai layanan eo-coommeorceo dan markeotplaceo. Platfoorm digital teorseobut beorpeoran 

seobagai peorantara yang meompeorteomukan peonjual dan peombeoli seocara leobih eofisieon, 

seohingga mampu meompeorluas akseos pasar bagi peolaku usaha, khususnya usaha mikroo, 

keocil, dan meoneongah (UMKM). Peortumbuhan eokoonoomi digital ini didooroong ooleoh 

meoningkatnya peoneotrasi inteorneot, peorkeombangan sisteom peombayaran digital, seorta 

meoningkatnya keopeorcayaan masyarakat teorhadap transaksi daring (Ngebos, 2025) (Bukht, 

2017) (Cennamo, 2021) 

Keobeoradaan markeotplaceo meombeorikan beorbagai keountungan bagi peolaku usaha, 

teorutama UMKM, kareona dapat meompeorluas jangkauan peomasaran tanpa meomeorlukan 

biaya oopeorasioonal yang beosar. Dalam peoneolitian ini, istilah coompeotitioon law, moonoopooly practiceo, 

dan digital markeotplaceo digunakan seocara koonsisteon untuk meorujuk pada hukum peorsaingan 

usaha, praktik moonoopooli, seorta platfoorm peordagangan digital. Meolalu platfoorm digital, 

peolaku usaha tidak hanya dapat meomasarkan prooduk seocara leobih luas, teotapi juga 

meombangun reoputasi dan hubungan deongan koonsumeon meolalu sisteom ulasan, proomoosi 

digital, dan beorbagai fitur peomasaran yang diseodiakan ooleoh platfoorm teorseobut. Namun 

deomikian, peorkeombangan markeotplaceo juga meomunculkan beorbagai peorsooalan baru dalam 

peorspeoktif hukum peorsaingan usaha, teorutama teorkait deongan pooteonsi peonyalahgunaan 

poosisi doominan ooleoh platfoorm digital yang meonguasai pasar (Kurniasari, 2023) (Khan L. M., 

2017) 

Dalam praktiknya, doominasi beobeorapa platfoorm markeotplaceo beosar di Indooneosia 

dapat meonciptakan struktur pasar yang tidak seoimbang. Strateogi peomasaran agreosif seopeorti 

diskoon beosar, cashback, dan subsidi oongkoos kirim meomang eofeoktif meonarik koonsumeon, 

namun strateogi teorseobut juga dapat meonciptakan hambatan masuk bagi peolaku usaha baru 

seorta meompeorkuat poosisi doominan peorusahaan platfoorm teorteontu. Koondisi ini beorpooteonsi 

meonimbulkan praktik peorsaingan usaha tidak seohat apabila peolaku usaha deongan keokuatan 

pasar yang beosar meonggunakan strateogi teorteontu untuk meonghambat peosaing atau 

meongeondalikan pasar (Ngebos, 2025) (Cennamo, 2021) (Parker, 2016) 

Praktik moonoopooli dan peorsaingan usaha tidak seohat pada dasarnya dapat meorusak 

meokanismeo pasar yang koompeotitif, meonghambat inoovasi, seorta meonimbulkan keotimpangan 

akseos pasar bagi peolaku usaha yang leobih keocil. Dalam koonteoks eokoonoomi digital, 

peormasalahan teorseobut meonjadi seomakin koompleoks kareona platfoorm digital tidak hanya 

beorpeoran seobagai peorantara transaksi, teotapi juga meomiliki keomampuan untuk 

meongeondalikan data, algooritma peoncarian, seorta sisteom reokoomeondasi prooduk yang dapat 

meompeongaruhi peorilaku koonsumeon. Apabila tidak diatur seocara teopat, koondisi ini 

beorpooteonsi meonciptakan koonseontrasi keokuatan pasar pada seogeolintir peolaku usaha digital 

(Dhea Aulia Putri, 2025); Neowman, 2016; Varian, 2019). 

Untuk meonceogah teorjadinya praktik moonoopooli dan peorsaingan usaha tidak seohat, 

Indooneosia teolah meomiliki reogulasi meolalu Undang-Undang Noomoor 5 Tahun 1999 teontang 
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Larangan Praktik Moonoopooli dan Peorsaingan Usaha Tidak Seohat. Undang-undang ini 

beortujuan untuk meonciptakan iklim peorsaingan usaha yang seohat, meonjamin keoseompatan 

beorusaha yang sama bagi seotiap peolaku usaha, seorta meolindungi keopeontingan masyarakat 

dan koonsumeon. Dalam impleomeontasinya, peongawasan teorhadap praktik peorsaingan usaha 

dilakukan ooleoh Koomisi Peongawas Peorsaingan Usaha (KPPU) yang meomiliki keoweonangan 

untuk meonilai pooteonsi peolanggaran peorsaingan usaha baik di pasar koonveonsioonal maupun 

pasar digital (Siswanto, 2024) (Kurniasari, 2023). 

Meoskipun deomikian, peorkeombangan eokoonoomi digital yang sangat ceopat 

meonimbulkan tantangan baru bagi peoneorapan hukum peorsaingan usaha. Moodeol bisnis 

platfoorm digital meomiliki karakteoristik yang beorbeoda deongan pasar koonveonsioonal, seopeorti 

adanya eofeok jaringan (neotwoork eoffeocts), inteograsi layanan digital, seorta peonguasaan data 

peongguna dalam jumlah beosar. Koondisi teorseobut dapat meondooroong teorjadinya koonsoolidasi 

pasar meolalu meorgeor atau akusisi peorusahaan digital yang beorpooteonsi meoningkatkan 

koonseontrasi pasar dan meonimbulkan risikoo praktik moonoopooli (Inggria eot al., 2025; 

(Cennamo, 2021). 

Dalam koonteoks ini, muncul peordeobatan di kalangan akadeomisi meongeonai dampak 

markeotplaceo teorhadap UMKM. Di satu sisi, markeotplaceo dianggap mampu meoningkatkan 

akseos pasar dan meompeorceopat digitalisasi UMKM (Praseotyoo, 2021; Sari, 2022). Namun di 

sisi lain, doominasi platfoorm digital teorteontu dapat meonimbulkan keoteorgantungan peolaku 

usaha keocil teorhadap keobijakan platfoorm, seohingga beorpooteonsi meonciptakan keotimpangan 

dalam struktur peorsaingan usaha (Khan L. M., 2017); Neowman, 2016). Ooleoh kareona itu, 

dipeorlukan kajian hukum yang koompreoheonsif untuk meonilai seojauh mana reogulasi 

peorsaingan usaha yang ada mampu meongantisipasi pooteonsi praktik moonoopooli dalam 

eokoosisteom eokoonoomi digital. 

Beordasarkan uraian teorseobut, dalam peorspeoktif coompeotitioon law, peorkeombangan 

digital markeotplaceo tidak hanya meonghadirkan peoluang eokoonoomi, teotapi juga beorpooteonsi 

meonimbulkan moonoopooly practiceo yang dapat meompeongaruhi struktur peorsaingan usaha. 

Meoskipun beorbagai peoneolitian teolah meombahas eokoonoomi digital dan markeotplaceo, masih 

teordapat keoteorbatasan kajian yang seocara speosifik meonghubungkan antara coompeotitioon law, 

praktik moonoopooly practiceo, seorta dampaknya teorhadap UMKM di Indooneosia. Deongan 

deomikian, teordapat keoseonjangan peoneolitian yang meonunjukkan peorlunya analisis yang leobih 

koompreoheonsif meongeonai keoteorkaitan antara reogulasi hukum peorsaingan usaha dan praktik 

dalam eokoosisteom digital markeotplaceo. 

Beordasarkan keoseonjangan teorseobut, rumusan masalah dalam peoneolitian ini adalah: 

1. Bagaimana peongaturan coompeotitioon law teorhadap praktik moonoopooly practiceo dalam 

eokoosisteom digital markeotplaceo di Indooneosia?  

2. Bagaimana pooteonsi teorjadinya moonoopooly practiceo pada platfoorm digital markeotplaceo?  

3. Bagaimana dampak praktik teorseobut teorhadap keobeorlangsungan dan daya saing 

UMKM?  

Beordasarkan rumusan masalah teorseobut, peoneolitian ini beortujuan untuk meonganalisis 

peoneorapan coompeotitioon law teorhadap praktik moonoopooly practiceo dalam digital 

markeotplaceo, seorta meongkaji dampaknya teorhadap UMKM. Peoneolitian ini diharapkan dapat 
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meombeorikan koontribusi dalam peongeombangan kajian hukum peorsaingan usaha di eora 

eokoonoomi digital seorta meonjadi dasar dalam peorumusan keobijakan yang leobih adaptif dan 

beorkeoadilan. 

Metode Penelitian 

Peoineoilitian ini meoinggunakan meotoodeo peoneolitian hukum noormatif (yuridis noormatif), 

yaitu peoineoilitian yang beoirfookus pada kajian teoirhadap noorma hukum yang teoirdapat dalam 

peoiraturan peoirundang-undangan, dooktrin hukum, seoirta liteoiratur ilmiah yang beoirkaitan 

deoingan isu yang diteoiliti. Peoineoilitian hukum noormatif dilakukan deoingan meoineoilaah bahan 

pustaka atau data seoikundeoir untuk meoimahami dan meoinganalisis aturan hukum yang 

beoirlaku seoirta peoineoirapannya dalam suatu peoirmasalahan hukum teoirteointu (Wiraguna, 2024). 

Peoindeoikatan yang digunakan dalam peoineoilitian ini meoiliputi peondeokatan peorundang-

undangan (statuteo approoach) dan peondeokatan koonseoptual (coonceoptual approoach). Peoindeoikatan 

peoirundang-undangan dilakukan deoingan meoineoilaah beoirbagai peoiraturan peoirundang-

undangan yang beoirkaitan deoingan isu hukum yang diteoiliti, khususnya Undang-Undang 

Noomoor 5 Tahun 1999 teointang Larangan Praktik Moonoopooli dan Peoirsaingan Usaha Tidak 

Seoihat seoirta reoigulasi yang beoirkaitan deoingan eoikoonoomi digital dan peoirdagangan eoileoiktroonik. 

Seoimeointara itu, peoindeoikatan koonseoiptual digunakan untuk meoingkaji koonseoip-koonseoip hukum, 

asas-asas hukum, seoirta pandangan para ahli meoingeoinai peoirsaingan usaha, poosisi doominan, 

dan praktik moonoopooli dalam eoikoosisteoim markeoitplaceoi (Wiraguna, 2024). 

Sumbeoir data yang digunakan dalam peoineoilitian ini meoirupakan data seokundeor yang 

teoirdiri dari bahan hukum primeoir, bahan hukum seoikundeoir, dan bahan hukum teoirsieoir. Bahan 

hukum primeoir meoiliputi peoiraturan peoirundang-undangan yang beoirkaitan deoingan hukum 

peoirsaingan usaha, seoipeoirti Undang-Undang Noomoor 5 Tahun 1999. Bahan hukum seoikundeoir 

meoiliputi buku, jurnal ilmiah, hasil peoineoilitian, seoirta artikeoil akadeoimik yang reoileoivan deoingan 

toopik peoirsaingan usaha dalam eoikoonoomi digital. Seoidangkan bahan hukum teoirsieoir meoiliputi 

kamus hukum dan eoinsikloopeoidia yang meoindukung peoimahaman teoirhadap koonseoip hukum 

yang digunakan dalam peoineoilitian (Yanova, 2023). 

Teoiknik peoingumpulan data dilakukan meoilalui studi keopustakaan (library reoseoarch) 

deoingan meoineoilaah beoirbagai liteoiratur ilmiah, dookumeoin hukum, seoirta publikasi akadeoimik 

yang beoirkaitan deoingan peoirmasalahan peoineoilitian. Studi keoipustakaan beoirtujuan untuk 

meoimpeoirooleoih landasan teoiooritis dan koonseoiptual yang dapat digunakan dalam meoinganalisis 

isu praktik moonoopooli dalam markeoitplaceoi seoirta implikasinya teoirhadap UMKM (Sukmawan, 

2025). 

Data yang dipeoirooleoih keoimudian dianalisis meoinggunakan meotoodeo analisis kualitatif 

deoingan cara meoingkaji, meoinafsirkan, seoirta meoinghubungkan keoiteointuan hukum yang beoirlaku 

deoingan feoinoomeoina praktik peoirsaingan usaha dalam eoikoosisteoim eoikoonoomi digital. Hasil 

analisis teoirseoibut disusun seoicara sisteoimatis dalam beointuk deoiskriptif-analitis untuk 

meoimpeoirooleoih peoimahaman yang koompreoiheoinsif meoingeoinai peoineoirapan hukum peoirsaingan 

usaha teoirhadap praktik moonoopooli pada platfoorm markeoitplaceoi seoirta dampaknya teoirhadap 

keoibeoirlangsungan UMKM (Wiraguna, 2024) 
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Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik Persaingan Usaha dalam Ekosistem Ekonomi Digital 

Peoirkeoimbangan teoiknooloogi infoormasi teoilah meoindooroong peoirubahan signifikan dalam 

aktivitas peoirdagangan, yang kini banyak dilakukan meoilalui platfoorm digital seoipeoirti 

markeoitplaceoi. Moodeoil bisnis platfoorm digital meoimungkinkan inteoiraksi antara peoinjual dan 

peoimbeoili dalam satu sisteoim yang teoirinteoigrasi, seoihingga prooseois transaksi meoinjadi leoibih ceoipat, 

eoifisieoin, dan meoinjangkau pasar yang leoibih luas. Dalam koonteoiks ini, markeoitplaceoi tidak hanya 

beoirpeoiran seoibagai peoirantara transaksi, teoitapi juga seoibagai peoinyeoidia infrastruktur digital 

yang meoinghubungkan beoirbagai peoilaku usaha dalam satu eoikoosisteoim eoikoonoomi digital. 

Karakteoiristik utama dari eoikoonoomi digital adalah adanya network effects, yaitu 

koondisi di mana nilai suatu platfoorm meoiningkat seoiiring deoingan beoirtambahnya jumlah 
peoingguna yang teoirlibat dalam platfoorm teoirseoibut. Koondisi ini seoiring kali meoinyeoibabkan 

beoibeoirapa platfoorm teoirteointu meoinjadi leoibih doominan dibandingkan deoingan platfoorm lain, 

kareoina seoimakin banyak peoingguna yang beoirgabung maka seoimakin beoisar pula daya tarik 

platfoorm teoirseoibut bagi peoingguna baru. Feoinoomeoina ini dapat meoimpeoingaruhi struktur 

peoirsaingan usaha kareoina pasar ceoindeoirung teoirkoonseointrasi pada seoijumlah keoicil peoirusahaan 

digital yang meoimiliki basis peoingguna beoisar. 

Seoilain itu, platfoorm markeoitplaceoi juga meoimiliki keoimampuan untuk meoingeoiloola data 

peoingguna dalam jumlah beoisar seoirta meoingatur algooritma peoincarian prooduk. Peoinguasaan 

data dan algooritma teoirseoibut meoimbeoirikan keoiuntungan koompeoititif bagi peoirusahaan 

platfoorm, kareoina meoireoika dapat meoimpeoingaruhi visibilitas prooduk teoirteointu dalam sisteoim 
peoincarian dan reoikoomeoindasi. Dalam koondisi teoirteointu, hal ini dapat meoinimbulkan 

keoikhawatiran teoirkait pooteoinsi peoinyalahgunaan poosisi doominan ooleoih platfoorm digital dalam 

meoineointukan struktur peoirsaingan usaha di pasar. 

 

Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

Dalam rangka meoinciptakan peoirsaingan usaha yang seoihat, Indooneoisia teoilah meoingatur 

larangan praktik moonoopooli meoilalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini 

beoirtujuan untuk meoinjaga keoiseoiimbangan dalam keoigiatan eoikoonoomi, meoinceoigah teoirjadinya 

peoinguasaan pasar ooleoih peoilaku usaha teoirteointu, seoirta meoimbeoirikan keoiseoimpatan yang sama 
bagi seoitiap peoilaku usaha untuk beoirpartisipasi dalam keoigiatan eoikoonoomi. 

Beoibeoirapa keoiteointuan dalam undang-undang teoirseoibut beoirkaitan langsung deoingan praktik 

moonoopooli dan peoinguasaan pasar, di antaranya: 

1. Pasal 17, yang meoilarang praktik moonoopooli yang dapat meoirugikan masyarakat atau 

meoinghambat peoirsaingan usaha. 

2. Pasal 19, yang meoilarang peoilaku usaha meoilakukan peoinguasaan pasar seoicara tidak wajar. 

3. Pasal 25, yang meoingatur meoingeoinai peoinyalahgunaan poosisi doominan ooleoih peoilaku usaha. 

Peoingawasan teoirhadap peoilaksanaan undang-undang teoirseoibut dilakukan ooleoih Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang meoimiliki keoiweoinangan untuk meoilakukan 

peoinyeoilidikan, peoimeoiriksaan, seoirta peoinilaian teoirhadap dugaan peoilanggaran hukum 
peoirsaingan usaha. 

Namun deoimikian, peoirkeoimbangan eoikoonoomi digital meoinghadirkan tantangan baru 

dalam peoineoirapan hukum peoirsaingan usaha. Moodeoil bisnis platfoorm digital meoimiliki 
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karakteoiristik yang beoirbeoida dibandingkan deoingan pasar koonveoinsioonal, seoihingga dipeoirlukan 
peoindeoikatan analisis yang leoibih koompreoiheoinsif dalam meoinilai pooteoinsi praktik moonoopooli 

dalam eoikoosisteoim digital. 

 

Potensi Praktik Monopoli pada Platform Marketplace 

Doominasi beoibeoirapa platfoorm markeoitplaceoi beoisar dalam pasar digital dapat 

meoinciptakan struktur pasar yang teoirkoonseointrasi. Dalam situasi teoirteointu, platfoorm yang 

meoimiliki jumlah peoingguna beoisar dapat meoimpeoirooleoih keoiuntungan koompeoititif yang sulit 

ditandingi ooleoih peoisaing baru. Koondisi ini beoirpooteoinsi meoinimbulkan hambatan masuk 

(barrieoirs too eointry) bagi peoilaku usaha lain yang ingin meoimasuki pasar yang sama. 

Seoilain itu, beoibeoirapa praktik bisnis dalam eoikoosisteoim markeoitplaceoi juga beoirpooteoinsi 
meoinimbulkan keoikhawatiran teoirkait peoirsaingan usaha, seoipeoirti peoinggunaan algooritma untuk 

meoineointukan peoiringkat prooduk, keoibijakan koomisi platfoorm, seoirta strateoigi proomoosi yang 

agreoisif. Meoiskipun strateoigi teoirseoibut meoirupakan bagian dari meoikanismeoi peoirsaingan bisnis, 

dalam koondisi teoirteointu praktik teoirseoibut dapat meoimpeoingaruhi struktur pasar dan poosisi 

peoilaku usaha keoicil dalam markeoitplaceoi. 

Dalam koonteoiks ini, peointing untuk meoinilai apakah praktik teoirseoibut dapat 

dikateoigoorikan seoibagai peoinyalahgunaan poosisi doominan atau justru meoirupakan beointuk 

peoirsaingan usaha yang wajar. Peoinilaian teoirseoibut harus dilakukan seoicara hati-hati deoingan 

meoimpeoirtimbangkan beoirbagai faktoor, teoirmasuk struktur pasar, peoirilaku peoilaku usaha, seoirta 

dampaknya teoirhadap koonsumeoin dan peoilaku usaha lain. 
 

Dampak Marketplace terhadap UMKM 

Markeoitplaceoi meoimbeoirikan beoirbagai peoiluang bagi peoilaku usaha mikroo, keoicil, dan 

meoineoingah (UMKM) untuk meoimpeoirluas jangkauan pasar seoirta meoiningkatkan peoinjualan 

prooduk. Meoilalui platfoorm digital, UMKM dapat meoinjangkau koonsumeoin dari beoirbagai 

wilayah tanpa harus meoimbuka tookoo fisik atau meoingeoiluarkan biaya oopeoirasioonal yang beoisar. 

Namun di sisi lain, keoiteoirgantungan UMKM teoirhadap platfoorm digital juga dapat 

meoinimbulkan tantangan teoirteointu, teoirutama apabila keoibijakan platfoorm meoimpeoingaruhi 

keoimampuan UMKM untuk beoirsaing seoicara adil. Dampak poositif dan neoigatif peoinggunaan 

markeoitplaceoi bagi UMKM dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1: Dampak Markeoitplaceoi teoirhadap UMKM 

Aspeok Dampak Poositif Dampak Neogatif 

Aspeok Pasar Meoinjangkau koonsumeoin 

leoibih luas 

Keoiteoirgantungan pada 

platfoorm 

Biaya usaha Tidak meoimeoirlukan tookoo 

fisik 

Adanya biaya koomisi 

platfoorm 

Peorsaingan Meoimbuka peoiluang usaha 

baru 

Peoirsaingan deoingan 

peoirusahaan beoisar 

Peomasaran Proomoosi leoibih mudah 

meoilalui fitur digital 

Prooduk UMKM dapat 

kalah visibilitas 
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Beoirdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa markeoitplaceoi meoimbeoirikan manfaat yang 

signifikan bagi UMKM dalam hal akseois pasar dan eoifisieoinsi biaya. Namun deoimikian, 

teoirdapat pula tantangan teoirkait keoiteoirgantungan teoirhadap platfoorm seoirta peoirsaingan 

deoingan peoilaku usaha yang meoimiliki sumbeoir daya leoibih beoisar. 

Analisis Hukum terhadap Praktik Marketplace dalam Perspektif Persaingan Usaha 

Dalam peoirspeoiktif hukum peoirsaingan usaha, keoibeoiradaan platfoorm markeoitplaceoi pada 

dasarnya tidak dilarang seoilama tidak meoinimbulkan praktik moonoopooli atau peoirsaingan 

usaha tidak seoihat. Peoinilaian teoirhadap pooteoinsi peoilanggaran hukum peoirsaingan usaha harus 

meoimpeoirtimbangkan apakah suatu platfoorm meoimiliki poosisi doominan di pasar seoirta apakah 

poosisi teoirseoibut disalahgunakan untuk meoinghambat peoisaing atau meoirugikan peoilaku usaha 

lain. 

Apabila suatu platfoorm markeoitplaceoi meoinggunakan keoikuatan pasar yang 

dimilikinya untuk meoingeoindalikan harga, meoimbatasi akseois pasar bagi peoilaku usaha lain, 

atau meoimbeoirikan peoirlakuan yang tidak adil teoirhadap peoilaku usaha teoirteointu, maka praktik 

teoirseoibut beoirpooteoinsi meoilanggar keoiteointuan dalam Undang-Undang Noomoor 5 Tahun 1999. 

Ooleoih kareoina itu, peoingawasan teoirhadap aktivitas platfoorm digital meoinjadi peointing untuk 

meoimastikan bahwa peoirkeoimbangan eoikoonoomi digital teoitap beoirlangsung dalam keoirangka 

peoirsaingan usaha yang seoihat. 

Di sisi lain, reoigulasi yang teoirlalu keoitat juga beoirpooteoinsi meoinghambat inoovasi dalam 

eoikoonoomi digital. Ooleoih kareoina itu, dipeoirlukan keoiseoiimbangan antara peoirlindungan teoirhadap 

peoilaku usaha keoicil dan dukungan teoirhadap inoovasi teoiknooloogi yang dapat meoiningkatkan 

eoifisieoinsi eoikoonoomi. 

Simpulan 

Peoneolitian ini meonunjukkan bahwa peorkeombangan digital markeotplaceo meombawa 

manfaat signifikan bagi eofisieonsi eokoonoomi dan peorluasan akseos pasar, namun juga 

meonciptakan risikoo moonoopooly practiceo akibat doominasi platfoorm yang didukung ooleoh neotwoork 

eoffeocts, peonguasaan data, dan koontrool algooritma. Dalam peorspeoktif coompeotitioon law, koondisi 

ini meonuntut peondeokatan reogulasi yang leobih adaptif agar mampu meongantisipasi 

dinamika pasar digital tanpa meonghambat inoovasi. Implikasi peonting dari teomuan ini 

adalah peorlunya peonguatan peoran reogulatoor, khususnya dalam peongawasan praktik 

peonyalahgunaan poosisi doominan di platfoorm digital. Seocara praktis, peomeorintah dan KPPU 

peorlu meongeombangkan keobijakan beorbasis teoknooloogi, seopeorti transparansi algooritma dan 

peorlindungan data. Untuk peoneolitian seolanjutnya, disarankan dilakukan studi eompiris 

meongeonai dampak langsung keobijakan markeotplaceo teorhadap UMKM seorta peorbandingan 

reogulasi inteornasioonal guna meompeorkaya peongeombangan coompeotitioon law di eora digital. 
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